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ABSTRAK 

Abdul Hopid: “ Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan 

Bantuan Sembako Nasional di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung”. 

           Pengentasan kemiskinan menjadi sebuah isu penting yang selalu masuk 

kedalam rencana strategis pemerintah setiap tahunnya karena yang kita ketahui 

tingkat kemiskinan di Indonesia masih berada di angka 9,58% pada bulan mei 2020, 

salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan makan 

pemerintah mengeluarkan kebijakan Bantuan Sembako Nasional yang bertujuan 

untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat miskin.  

           Tujuan dari penelitian yang dilakukan penelitvi ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Bantuan 

Sembako Nasional (BSN) di Kecamatan Mandalajati, teori yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah Model Good Governance menurut  Nurhasim yang 

menyebutkan bahwa kebijakan dalam pengentasan kemiskinan dengan berbasis 

Good Governance berfokus pada kesesuaian tujuan dan sasaran apabila 

menerapkan 4 prinsip yaitu Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, dan Efektivitas 

Program. 

           Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan 

kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Adapun untuk langkah analisis data menurut Milles dan 

Huberman dengan tiga langkah analisis antara lain; reduksi data, display data, dan 

conclusion drawing. 

         Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan prinsip Good Governace 

telah di terapkan dalam pengelolaan Bantuan Sembako Nasional (BSN) dengan 

baik meskipun masih ada beberapa indikator yang belum optimal. Dalam partisipasi 

masih ada indikator yang belum optimal ditandai masih ada penerima bantuan yang 

terkendala dengan masalah kartu yang terblokir dan saldo kosong, dalam  

transparansi terdapat indikator belum optimal dengan belum adanya media 

informasi yang dapat di akses dengan cepat dan mudah oleh semua penerima 

bantuan, akuntabilitas sudah diterapkan dengan baik dengan terdapatnya laporan 

pertanggungjawaban setiap bulannya kepada pemerintah daerah, pada dimensi 

efektivitas program sudah terlaksana baik ditandai dengan dampak yang di rasakan 

oleh objek dari penerima bantuan dalam mengurangi beban ekonomi penerima 

bantuan dalam pemenuhan kebutuhan sembako.  
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ABSTRACT 

Abdul Hopid: "Application of Good Governance Principles in the Management 

of National Food Aid in Mandalajati District, Bandung City". 

          Poverty alleviation is an important issue that is always included in the 

government's strategic plan every year, because the poverty rate in Indonesia was 

still at 9.58% in May 2020. One of the government's efforts in poverty alleviation 

is that the government has issued an aid policy.staple food is aimed at meeting the 

food and nutritional needs of the poor. 

         The purpose of this researcher's research is to determine the application of 

good governance principles in the management of the National Basic Food 

Assistance (BSN) in Mandalajati District. The theory used in this study is 

Nurhasim's Good Governance Model, which states that policies in poverty 

alleviation are based on Good Governance.focuses on the suitability of goals and 

objectives when applying 4 principles, namely Participation, Transparency, 

Accountability, and Program Effectiveness.  

         The research method uses descriptive research methods with a qualitative 

approach, data collection techniques using interviews, observation, and 

documentation. As for the step of data analysis, according to Milles and Huberman, 

there are three steps of analysis, among others, data reduction, data display, and 

conclusion drawing. 

         The results of this study indicate that the application of the principles of Good 

Governance has been implemented in the management of the National Basic Food 

Assistance (BSN) well although there are still some indicators that are not optimal. 

In the first part, there are still indicators that are not optimal, indicated that there 

are still beneficiaries who are constrained by the problem of blocked cards and 

empty balances, in transparency, there are indicators that are not optimal in the 

absence of information media that can be accessed quickly and easily by all 

beneficiaries, accountability has been well implemented with the existence of 

monthly accountability reports to local governments, on the dimensions of the 

effectiveness of the program it has been carried out well marked by the impact felt 

by the object of the aid recipient in reducing the economic burden of the recipient 

of assistance in meeting basic food needs. 
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